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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat ( 1 )
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan
rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan
Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang
dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2020.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); \ /




3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Infomasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
225);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Y



Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp 1.170.861.754.754,00
2. Belanja Daerah Rp 1.202.211.154.754,00
Surplus /(Defisit) Rp (31.349.400.000,00)
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp 35.000.000.000,00
Kegiatan Lanjutan Rp 0
b. Pengeluaran Rp 0
Penyertaan Modal Rp 3.650.600.000,00
Pembayaran Pokok Utang Rp 0
Pembiayaan Netto Rp 31.349.400.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(3)

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 77.125.467.881,00
b. Dana Perimbangan Rp 861.742.840.491,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah Rp 231.993.446.382,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp 17.649.500.000,00
b. Retribusi Daerah Rp 4.469.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan Rp 7.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah Rp 48.006.967.881,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak Rp 92.331.829.491,00
b. Dana Alokasi Umum Rp 598.297.279.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp 171.113.732.000,00

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Rp 60.748.246.382,00
b. Bantuan Keuangan Rp 9.720.000.000,00
c. Dana Desa Rp 120.000.000.000,00
d. Dana Insentif Daerah Rp 0,00
e. Dana BOS Rp 41.525.200.000,00
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 636.633.512.607,00
b. Belanja Langsung Rp 565.577.642.147,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja : &



a. Belanja Pegawai Rp 422.876.757.657,00
b. Belanja Subsidi Rp 3.510.000.000,00
c. Belanja Hibah Rp 8.326.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Rp 2.143.900.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Rp 197.776.854.950,00
f. Belanja Tidak terduga Rp 2.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp 45.553.954.800,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp 246.875.016.293,00

c. Belanja Modal Rp 273.148.671.054,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :

a. Penerimaan Rp 35.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp 3.650.600.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan

AnggaranTahun Sebelumnya
(SILPA) Rp 35.000.000.000,00
Kegiatan Lanjutan Rp 0

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hiruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah Rp 3.650.600.000,00
Perusahaan  Daerah  Air
Minum (PDAM) Rp 3.650.600.000,00
Bank Jambi Rp 0
b. Pembayaran Pokok Utang yang
Jatuh Tempo Kpd Pihak Ketiga Rp 0
Pembayaranutang Pekerjaan
pihak ketiga Rp 0
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:

1.
2.

3

Lampiran I Ringkasan APBD;

Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi Perangkat Daerah,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat
Daerah, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang daerah; \Q/
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Lampiran VIII  Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset lainnya;

11. Lampiran XI Daftar  kegiatan-kegiatan  tahun  anggaran

sebelumnya vang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah,;
13. Lampiran XIII  Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang PenjabaranAnggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
5 Pada tanggal 23 geptember 2019

dangkan di Muara Tebo

tanggal

2% geptember 2019

(RETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

D

EMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2019 NOMOR

NYREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI
NOMOR  (5.98/2019)



